
BAB III 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Dalam pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dan berdasarkan 

permasalahan dalam bab- bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan,  

1. Bahwa secara Normatif pengaturan pemekaran daerah pada umumnya sudah 

mengakomodasai hal-hal substansi dalam konteks persyaratan dimekarkannya 

suatu daerah. Tetapi kemudian dalam perealisasiannya menyimpang dari 

ketentuan yang telah ditentukan, hal ini disebabkan karena Pemekaran suatu 

daerah secara umum di dominasi oleh kepentingan elit politik dan elit massa 

sehingga kemudian tujuan dari pemekaraan menjadi terabaikan. Persoalan itu 

dapat dilihat dari banyaknya daerah pemekaraan mengalami kegagalan dalam 

mengembangkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraaan melalui 

evaluasi yang dilakukan. Dalam aspek persyaratan pemekaran yang lebih 

cenderung diprioritaskan adalah persyaratan administratif persyaratan teknis 

dan fisik kewilayahan diabaikan sehingga yang terjadi pemekaraan daerah 

dipolitisasi untuk kepentingan elit politik dan partai politik yang hendak 

memperluas basis politiknya. Artinya, dalam perspektif desentralisasi 

administrasi cenderung tidak melibatkan masyarakat dalam menentukan 

pemekaran yang ada adalah partisipasi politis kelompok tertentu. Pengaturan 

 

 



pemekaran daerah belum sepenuhnya dijalankan dikarenakan inkonsistensi 

pemerintahan pusat dalam melakukan pengawalan. Pemekaran daerah secara 

umum banyak menimbulkan masalah dikarenakan atas dasar kepentingan 

―nafsu politik kekuasan‖, padahal  Daerah yang dimekarkan masih memiliki 

Sumber daya Manusia  (SDM) dan  Sumber Daya Alam (SDA) yang minim. 

Oleh sebab itu, dalam hal pemekaran daerah dan daerah otonom baru harus 

memprioritaskan kriteria-kriteria tertentu dalam konteks pengembangan 

pembangunan dan peningkatan kesejahteraaan. 

2. Secara khusus Pengaturan pemekaran daerah Kabupaten Pakpak Bharat relatif 

telah sesuai dengan peraturan yang telah ada, walaupun pada awal berdirinya 

pengaturan pemekaran Pakpak Bharat diatur dalam Undang-Undang dan 

Peraturan Pemerintah yang berbeda. Tetapi kemudian dalam konteks 

pengembangan  pembangunan dan peningkatan kesejahteraaan masyarakat 

Kabupaten Pakpak Bharat relatif masih tertinggal. Hal ini terlihat  dari aspek 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingkat taraf hidup rakyat dan pengelolaan 

potensi ekonomi lokal masih jauh dari harapan dan tujuan dasar pemekaran 

awal. Begitu juga dengan perimbangan keuangan daerah dan keuangan pusat 

masih timpang. 

 

Dalam hal eksistensi kebuadaayan lokal, pemekaraan daerah sebagai langkah 

untuk meningkatkan kebudayaan lokal dimana politik identitas di lokalitas daerah 

lebih terbuka. Secara khusus, terbentuknya Kabupaten Pakpak Bharat sebagai 

 

 



langkah untuk mengakses sumber- sumber ekonomi dan ruang kekuasaan bagi putra 

daerah. Pemekaraan Kabupaten Pakpak Bharat dapat mempercepat peningkatan 

kesejahteraan sesuai dengan program kerja dan program pembangunan yang telah 

ditentukan Pemerintah daerah. Tetapi bukan dalam pengertian, melakukan pungutan- 

pungutan liar dalam hal meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sehingga terjadi 

suatu perekonomian daerah berbiaya tinggi. Menjadi hal yang naif apabila tujuannya 

untuk meningkatkan kesejahteraaan dengan cara melakukan pungutan liar untuk 

meningkatkan PAD yang pada akhirnya terjadi suatu perekonomian daerah berbiaya 

tinggi. 

Pemekaran daerah seharusnya merupakan strategi untuk meningkatkan 

kesadaran identitas dan entitas lokal sebagai basis bangunan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia. Apabila hal itu dijalankan secara sungguh-sungguh kemungkinan wacana 

yang berkembang adalah kesejahteraan daerah dan bukan wacana tentang disintegrasi 

bangsa yang ditunggangi oleh gerakan ―separatis‖. Mengingat pasca reformasi 

Indonesia mengalami fase dimana demokrasi prosedural dalam wilayah birokrasi dan 

demokrasi transaksional dalam wilayah politik, ini yang lebih menonjol di daerah 

otonom baru dari pada demokrasi cultural dimana demokrasi dijadikan sebagai basis 

bangunan kesadaran dan kritisisme masyarakat dalam konteks indentitas dan entitas 

kebangsaan. 

 

B. SARAN 

 

 



Dari hasil kesimpulan dan penelitian yang diuraikan, dengan itu penulis 

memberikan beberapa saran yaitu : 

1. Agar segera melakukan beberapa langkah strategis yang harus dilakukan untuk 

pembaharuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang telah 

dimekarkan. Artinya, strategi prioritas pembangunan dibagi dalam perspektif 

administratif yakni meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan 

pemerintahan daerah, secara perspektif politis yakni meningkatkan akuntabilitas 

dan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahanan dan dalam perspektif 

ekonomi mempercepat kesejahteraaan masyarakat. Kemudian pemerintah 

daerah harus berusaha meningkatkan sumber daya manusia di dalamnya. 

2. Pemerintah harus lebih meningkatkan kinerjanya dalam hal pelayanan publik 

dan adanya transparansi keuangan serta hubungan keuangan yang ―seimbang‖ 

antara pemerintahan pusat dan daerah. Melibatkan masyarakat dalam dinamika 

pemerintahan khususnya dan dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan 

dengan kearifan masyarakat lokal. Artinya, keterlibatan masyarakat diperlukan 

untuk memberikan tempat bagi proses demokrasi partisipatif dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

3. Harus ada transformasi kapital yang jelas, dimana sumber-sumber ekonomi 

paska pemekaran harus dapat diakses oleh masyarakat lokal, sehingga ada 

pembagian kekayaan daerah bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan 

kesejahteraan dan kearifan lokal. 

 

 



4. Relasi pemerintah daerah dan masyarakat harus lebih bersifat kultural dan 

serasi serta melakukan transformasi pengetahuan. 

5. Setiap kelembagaan yang ada di daerah harus mempunyai konsep dan tujuan 

yang jelas dan menghasilkan perubahan yang signifikan atas kinerjanya 

sehingga tidak terjadi penggemukan lembaga pemerintahan pasca pemekaran 

6. Pemerintahan Pusat secara umum harus secara terus-menerus melakukan 

evaluasi pemekaran dan pengawalan di daerah dengan ukuran dan solusi yang 

konteks dengan lokalitas daerah otonom baru dan secara khusus pemerintah 

daerah harus membuat ukuran peningkatan dan keberhasilan daerah yang telah 

di mekarkan. 

7. Memiliki model kepemimpinan yang strategis yang memahami segala bentuk 

persoalan sosial kerakyatan dan gerakan yang visioner, sekaligus solutif dalam 

mengartikulasi persoalan-persoalan yang ada. 

8. Setiap peraturan daerah harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan tidak 

bertentangan peraturan lebih tinggi diatasnya secara hirarki. Agar kemudian 

peraturan daerah tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ada. Karena 

banyak terjadi kasus dimana peraturan daerah yang tidak sesuai dengan 

peraturan diatasnya. 
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